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 ABSTRAK 

 Keberadaan  ibu  kota  negara  merupakan  suatu  hal  fundamental  yang  dimiliki  oleh 

 setiap  negara  di  seluruh  dunia.  Hal  ini  dikarenakan  ibu  kota  negara  menjadi 

 pusat  perputaran  roda  pemerintahan  baik  dari  unsur  eksekutif,  legislatif,  hingga 

 yudikatif.  Dalam  waktu  dekat,  Pemerintah  Indonesia  akan  segera  memindahkan 

 ibu  kota  negara  dari  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Jakarta  ke  suatu  wilayah 

 di  Kalimantan  Timur  yang  dikenal  sebagai  Ibu  Kota  Nusantara.  Sebagai  calon 

 ibu  kota  negara  dari  Indonesia,  Ibu  Kota  Nusantara  diberikan  status  khusus 

 sebagai  daerah  khusus.  Hal  tersebut  membuat  daerah  tersebut  memperoleh 

 kekhususan  dalam  bentuk  kedudukan,  bentuk  dan  susunan  pemerintahan  baru, 

 sumber  pendanaan,  hingga  peniadaan  lembaga  legislatif  di  tingkat  daerah. 

 Berkenaan  dengan  bentuk  dan  susunan  pemerintahan  baru,  terdapat  sebuah 

 lembaga  baru  yang  bernama  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Namun,  terdapat 

 inkonsistensi  dan  ambiguitas  pengaturan  dari  lembaga  tersebut.  Hal  ini 

 dikarenakan  terdapat  pasal  yang  menyetarakan  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai 

 satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  setingkat  provinsi.  Di  sisi  lain, 

 terdapat  pasal  yang  menjelaskan  bahwa  otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan 

 lembaga  setingkat  kementerian  yang  menyelenggarakan  pemerintahan  daerah 

 khusus  di  Ibu  Kota  Nusantara.  Berdasarkan  hal  tersebut,  timbul  sebuah 

 pertanyaan  mengenai  kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  Sistem 

 Ketatanegaraan  di  Indonesia.  Adapun  hal  tersebut  berimplikasi  terhadap 

 beberapa  hal  yakni:  1)  tidak  diketahui  secara  pasti  kedudukan  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara,  2)  tidak  diketahuinya  hubungan  kerja  dengan  lembaga  eksekutif 

 presiden,  hingga  3)  tidak  diketahuinya  kewenangan  dalam  membuat  peraturan 

 dan  jenis  produk  hukumnya.  Terhadap  ketiga  permasalahan  hukum  tersebut,  perlu 

 dilakukan  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  bentuk  analisis  yuridis 

 secara  lebih  mendalam  melalui  skripsi  yang  berjudul  “Kedudukan  Otorita  Ibu 

 Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. 

 Kata  Kunci:  Ibu  Kota  Negara,  Ibu  Kota  Nusantara,  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara, 
 Daerah Khusus, Pemerintahan Daerah Khusus, Kementerian 
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 ABSTRACT 

 The  existence  of  a  national  capital  is  a  fundamental  thing  owned  by  every  country 

 in  the  world.  This  is  because  the  national  capital  is  the  center  of  the  rotation  of 

 the  wheels  of  government  both  from  the  executive,  legislative,  to  the  judiciary.  In 

 the  near  future,  the  Indonesian  government  will  soon  move  the  country's  capital 

 from  the  Jakarta  Special  Capital  Region  Province  to  an  area  in  East  Kalimantan 

 known  as  the  Nusantara  Capital  City.  As  a  prospective  capital  city  of  Indonesia, 

 the  Nusantara  Capital  City  is  given  special  status  as  a  special  region.  This  makes 

 the  area  obtain  specificity  in  the  form  of  position,  form  and  structure  of  the  new 

 government,  funding  sources,  and  the  elimination  of  legislative  institutions  at  the 

 regional  level.  With  regard  to  the  new  form  and  structure  of  government,  there  is  a 

 new  institution  called  the  Nusantara  Capital  City  Authority.  However,  there  are 

 inconsistencies  and  ambiguities  in  the  regulation  of  this  institution.  This  is 

 because  there  is  an  article  that  equalizes  the  Nusantara  Capital  City  as  a  special 

 regional  government  unit  at  the  provincial  level.  On  the  other  hand,  there  is  an 

 article  that  explains  that  the  Nusantara  Capital  Authority  is  a  ministry-level 

 institution  that  organizes  a  special  regional  government  in  the  Nusantara  Capital. 

 Based  on  this,  a  question  arises  regarding  the  position  of  the  Nusantara  Capital 

 City  Authority  in  the  Indonesian  Constitutional  System.  This  has  implications  for 

 several  things,  namely:  1)  the  exact  position  of  the  Nusantara  Capital  City 

 Authority  is  unknown,  2)  the  working  relationship  with  the  presidential  executive 

 institution  is  unknown,  as  well  as  3)  the  authority  to  make  regulations  and  types  of 

 legal  products  is  also  unknown.  Against  these  three  legal  issues,  it  is  necessary  to 

 conduct  a  research  in  the  form  of  a  more  in-depth  juridical  analysis  through  a 

 thesis  entitled  "The  Position  of  the  Nusantara  Capital  City  Authority  in  the 

 Indonesian Constitutional System". 

 Keywords:  National  Capital,  Nusantara  Capital  City,  Nusantara  Capital  City 

 Authority, Special Region, Special Regional Government, Ministry 
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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 
 Keberadaan  ibu  kota  negara  merupakan  suatu  hal  fundamental  yang  dimiliki 

 oleh  setiap  negara  di  seluruh  dunia.  Hal  tersebut  dikarenakan  ibu  kota  negara 

 menjadi  pusat  perputaran  roda  pemerintahan  baik  dari  unsur  eksekutif,  legislatif, 

 hingga  yudikatif.  Tak  hanya  itu,  ibu  kota  negara  juga  dapat  menjadi  pusat 

 perekonomian,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  serta  hubungan  diplomatik 

 dengan  negara  lain.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  ibu  kota  negara 

 dapat  didefinisikan  sebagai  tempat  kedudukan  pemerintah  pusat  suatu  negara  atau 

 pusat  pemerintahan  negara  1  .  Sementara  itu,  Bartolini  mengungkapan  bahwa  Ibu 

 kota  negara  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  mendeskripsikan  identitas 

 nasional.  Dalam  hal  ini,  ibu  kota  negara  merupakan  tempat  terkonsentrasinya 

 kekuasaan  suatu  negara  atau  representasi  besar  kecilnya  kekuasaan  yang  dimiliki 

 suatu  negara.  Selain  itu,  ibu  kota  negara  menjadi  titik  fokus  bagi  eksistensi 

 kelompok-kelompok  yang  mendukung,  konflik  dan  kohesi  antar  kelompok  yang 

 membentuk  suatu  negara  atau  bangsa  2  .  Maka  dari  itu,  ibu  kota  negara  memiliki 

 peranan  vital  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  hingga  menjalankan 

 kewenangannya dalam tingkat nasional maupun internasional. 

 Sebagai  negara  kepulauan  yang  tersebar  dari  Sabang  hingga  Merauke,  letak 

 ibu  kota  negara  memegang  peranan  penting  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam 

 mewujudkan  Indonesia-sentris.  Adapun  pemerintah  melalui  Kementerian 

 Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional 

 menguraikan  beberapa  urgensi  pemindahan  ibu  kota  negara  baru  dengan  beberapa 

 alasan  sebagai  berikut:  Pertama,  jumlah  penduduk  di  Pulau  Jawa  sendiri  sebanyak 

 151,59  juta  jiwa  yang,  berarti  56,10%  dari  total  penduduk  Indonesia  tinggal  di 

 pulau  ini.  Dari  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  beban  penduduk  Indonesia 

 terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa.  Selanjutnya,  adanya  dominasi  dan  ketimpangan 

 kontribusi  perekonomian  dalam  bentuk  produk  domestik  bruto  (PDB).  Hal  ini 

 2  Indonesia, Naskah akademik Undang-undang Nomor 3  Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

 1  Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota negara,  https://kbbi.web.id/ibukotanegara  ,  diakses pada 
 tanggal 9  Maret 2024, pukul 16.10 WIB. 
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 dibuktikan  dengan  data  yang  menunjukan  bahwa  p  ada  tahun  2021  Pulau  Jawa 

 menyumbang  57,89  persen  dari  PDB  nasional.  Terakhir,  adanya  ancaman  potensi 

 dan  kerentanan  lingkungan  hidup  yang  dihadapi  oleh  DKI  Jakarta.  Dalam  hal  ini, 

 ancaman  tersebut  dapat  berupa  banjir,  tanah  longsor,  pengikisan  air  tanah  oleh 

 laut,  pencemaran  yang  sangat  serius,  hingga  kemacetan  lalu  lintas  3  .  Dengan 

 adanya  berbagai  permasalahan  sosial  tersebut,  pemerintah  berpendapat  bahwa  ibu 

 kota negara harus segera dipindahkan dari Pulau Jawa. 

 Sejak  masa  pendudukan  Hindia  Belanda,  Jakarta  telah  lama  ditetapkan 

 sebagai  ibu  kota  negara  Indonesia.  Penetapan  tersebut  diatur  dalam 

 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1964  sebagaimana  dicabut  dengan 

 Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah 

 Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibu  Kota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 

 (UU  29/2007).  Dalam  undang-undang  ini,  termuat  pengertian  dari  pemerintahan 

 daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  yang  diatur  melalui  Pasal  1  ayat 

 (2) yakni: 

 "  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  "  4  . 

 Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta 

 menganut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi 

 seluas-luasnya.  Pada  saat  ini,  Provinsi  DKI  Jakarta  dipimpin  oleh  seorang 

 gubernur  dan  masih  menjadi  satuan  pemerintahan  daerah  yang  memperoleh  status 

 sebagai  daerah  khusus  karena  kedudukannya  sebagai  ibu  kota  negara.  Oleh  karena 

 itu,  DKI  Jakarta  mempunyai  kekhususan  berupa  tugas,  hak,  kewajiban,  dan 

 tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 Pada  tanggal  16  Agustus  2019,  Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan 

 rencana  pemindahan  ibu  kota  negara  di  dalam  Kompleks  Parlemen  Senayan  5  .  Hal 

 ini  menandakan  bahwa  D  KI  Jakarta  tidak  akan  lagi  menjadi  ibu  kota  negara 

 Indonesia  dalam  waktu  dekat.  Tekad  dan  komitmen  pemerintah  untuk 

 5  Kompas.com,  Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan  Ibu Kota  , 
 https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-p 
 emindahan-ibu-kota?page=all  , diakses pada tanggal  12 Januari 2024, pukul 15:20 WIB. 

 4  Indonesia, Pasal 1 ayat (2)  Undang-undang Nomor 29  Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 3  Suryadi  Jaya  Purnama  dan  Chotib,  "Analisis  Kebijakan  Publik  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara," 
 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 2022, hlm. 153-154. 
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 memindahkan  ibu  kota  negara  dinyatakan  secara  tegas  dengan  diundangkannya 

 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Nusantara  (UU  3/2022) 

 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2023  tentang 

 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara. 

 Eksistensi  UU  3/2022  memberikan  landasan  hukum  dalam  proses  pemindahan  ibu 

 kota  negara  baru.  Pasca  diundangkannya  UU  3/2022,  ibu  kota  Indonesia  akan 

 dipindahkan  lokasinya  ke  lahan  seluas  256.142  hektar  di  wilayah  Kalimantan 

 Timur.  6  Sementara  itu,  kawasan  inti  pusat  pemerintahan  akan  bertempat  di 

 sebagian  wilayah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Kabupaten  Kutai 

 Kartanegara.  Pemerintah  beralasan  pemilihan  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  ibu 

 kota  baru  dengan  tujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif 

 dan mewujudkan pemerataan khususnya di wilayah Timur Indonesia.  7 

 Pemerintah  telah  merancang  dan  mendesain  otonomi  khusus  bagi  ibu  kota 

 nusantara.  Adapun  penetapan  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  daerah  khusus  yang 

 dilakukan  oleh  pemerintah  bukanlah  tanpa  sebab.  Politik  hukum  dari  penetapan 

 tersebut  dapat  digambarkan  melalui  naskah  akademik  UU  IKN.  Penetapan 

 tersebut  memberikan  peluang  kepada  pemerintah  untuk  mengatur  bentuk, 

 susunan,  dan  kewenangan  pemerintahan  daerah  khusus  Ibu  Kota  Nusantara  secara 

 lebih  eksklusif  dan  leluasa.  Keleluasaan  tersebut  dapat  tercermin  melalui 

 pemberian  status  daerah  khusus  kepada  IKN  sebagai  calon  ibu  kota  negara  baru. 

 Selanjutnya,  terdapat  satuan  pemerintahan  khusus  ibu  kota  negara  yang  dikelola 

 oleh  lembaga  negara  bernama  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Lembaga  tersebut 

 diberikan  sejumlah  kewenangan  yang  cukup  berbeda  dengan  pemerintah  daerah 

 pada  umum  khususnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  tersebut. 

 Selain  itu,  desain  khusus  dapat  terlihat  dengan  adanya  peniadaan  lembaga 

 legislatif  di  tingkat  daerah  yakni  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  di  Ibu  Kota 

 Nusantara  8  .  Hal  tersebut  dilakukan  guna  menghindari  campur  tangan  politik 

 terutama dalam urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibu kota negara. 

 8  Indonesia, Naskah akademik Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

 7  Agus Ismanto, et. al., Pembangunan Ibu Kota Baru & Stabilitas Politik Nasional, Jakarta: 
 Bhamana Indonesia Gemilang, 2022, hlm. 9. 

 6  Vice  Admira  Firnaherera  dan  Adi  Lazuardi,  "Pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara:  Antisipasi 
 Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat," Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2022, hlm. 72. 
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 Dalam  konteks  p  engakuan  IKN  sebagai  daerah  khusus  ,  hal  ini  secara  jelas 

 tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  (  2)  UU  3/2022  yang  menyebutkan  bahwa  “  Ibu  Kota 

 Nusantara  merupakan  satuan  pemerintah  daerah  khusus  setingkat  provinsi  ".  9 

 Adapun  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 

 (UUD  1945)  mengakui  secara  jelas  keistimewaan/  kekhususan  dari  suatu  daerah. 

 Hal  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  18B  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan 

 bahwa: 

 "  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah 
 yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan 
 undang-undang  ".  10 

 Salah  satu  bentuk  konkrit  dari  adanya  kekhususan  yang  terdapat  dalam  UU  IKN 

 adalah  dengan  diakuinya  pemerintahan  I  KN  sebagai  daerah  administrasi  khusus 

 yang  dikenal  dengan  nama  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Pemerintahan  khusus  ini 

 mempunyai  tugas  dan  fungsi  sebagai  pelaksana  kegiatan  persiapan, 

 pembangunan,  dan  pemindahan  ibu  kota  negara,  serta  penyelenggara 

 pemerintahan  daerah  khusus  Ibu  Kota  Nusantara  sebagaimana  termuat  secara 

 jelas dalam Pasal 1 ayat (9)  UU 3/2022  .  11 

 Sebagai  pemerintahan  daerah  khusus  setingkat  provinsi,  IKN  mendapatkan 

 perlakuan  yang  cukup  berbeda  dari  pemerintah  daerah  pada  umumnya.  Adapun 

 kekhusuan  ini  terletak  pada  kepala  pemerintahan  daerah  IKN  yang  dipimpin  oleh 

 seorang  kepala  otorita  bukan  seorang  gubernur.  Secara  umum,  penyelenggaraan 

 pemerintahan  daerah  pada  tingkat  provinsi  seharusnya  dipimpin  oleh  seorang 

 gubernur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Ayat  4  UUD  1945  dan  diatur  lebih 

 lanjut  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

 Daerah  (UU  23/2014)  yang  menyatakan  Gubernur  merupakan  kepala 

 pemerintahan  daerah  di  tingkat  provinsi  12  .  Selain  itu,  hal  ini  menjadi  suatu  hal 

 yang  unik  dikarenakan  UUD  1945  tidak  mengenal  terminologi  kepala  otorita 

 sebagai  kepala  dalam  suatu  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  kepala  otorita  memiliki 

 keistimewaan  di  mana  tidak  dapat  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Hal  ini 

 12  I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, et. al., "Konsekuensi  Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota 
 Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Terhadap 
 Prinsip Check and Balances," Jurnal Legislasi Indonesia, 2023, hlm. 120. 

 11  Indonesia, Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 
 10  Indonesia, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 9  Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 
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 dikarenakan  kepala  otorita  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan  langsung  oleh 

 presiden  setelah  berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  13  .  Maka  dari  itu, 

 dalam  menjalankan  tugasnya  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  bertanggung 

 jawab langsung kepada presiden. 

 Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UU  3/2022,  diatur  ketentuan  yang  menyatakan 

 bahwa  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat 

 khusus. Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa: 

 “Ibu  Kota  Negara  bernama  Nusantara  dan  selanjutnya  disebut  sebagai  Ibu 
 Kota  Nusantara  adalah  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus 
 setingkat  provinsi  yang  wilayahnya  menjadi  tempat  kedudukan  Ibu  Kota  Negara 
 sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”  14  . 

 Di  sisi  lain,  dalam  pasal  4  ayat  (1)  huruf  b  UU  3/2022,  diatur  ketentuan 

 yang  menyatakan  bahwa  kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  merupakan 

 lembaga  setingkat  dengan  kementerian.  Adapun  bunyi  pasal  tersebut  adalah 

 sebagai berikut: 

 “Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai  lembaga  setingkat  kementerian 
 yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”  15  . 

 Melalui  kedua  pasal  tersebut,  tampak  kesimpangsiuran  dan  pertentangan  antara 

 satu  pasal  dengan  pasal  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  diketahui  secara 

 pasti  terkait  kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  sistem  ketatanegaraan 

 di  Indonesia.  Adapun  terdapat  dua  kemungkinan  yang  dapat  terjadi  perihal 

 kedudukan  tersebut.  Pertama,  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  setara  dengan  satuan 

 pemerintahan  daerah  setingkat  provinsi  yang  di  mana  memiliki  hubungan  secara 

 vertikal  kepada  Presiden  sebagai  kepala  cabang  kekuasaan  eksekutif.  Kedua, 

 Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  memiliki  kedudukan  yang  setingkat  dengan  lembaga 

 kementerian  yang  memiliki  hubungan  secara  horizontal  kepada  presiden  sebagai 

 kepala  eksekutif.  Dengan  adanya  dua  posibilitas  tersebut,  hal  ini  dapat 

 mengakibatkan  adanya  kemungkinan  ketidakjelasan  hukum  perihal  pengaturan 

 terkait  kedudukan,  kewenangan,  dan  hubungan  kerja  antara  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara dengan Presiden. 

 15  Indonesia, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. 
 14  Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. 
 13  Indonesia, Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. 
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 Dalam  mendukung  kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan  ibu 

 kota  negara  yang  sedang  berlangsung  pada  saat  ini,  Kepala  otorita  IKN  juga 

 diberikan  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  kepala  otorita.  Melalui  pasal  1 

 angka  20  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2022  tentang  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara  (Perpres  62/2022)  dapat  terlihat  definisi  dari  Peraturan  Kepala  Otorita 

 Ibu Kota Nusantara, yakni  16  : 

 “  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Otorita  Ibu 
 Kota  Nusantara,  untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih 
 tinggi  atau  berdasarkan  kewenangan  yang  bersifat  mengatur  dan  mengikat 
 secara umum  ” 

 Pasal  tersebut  memberikan  penjelasan  terkait  kewenangan  Otorita  IKN  dalam 

 membuat  suatu  peraturan  berasal  dari  kewenangan  atributif  yakni  kewenangan 

 yang  melekat  dan  bersumber  pada  peraturan  perundang-undangan.  17  Selain  itu, 

 dalam pasal 28 Perpres 62/2022 dinyatakan bahwa  18  : 

 “  pembentukan  peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara 
 dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai 
 pembentukan peraturan perundang-undangan  ”. 

 Sementara  itu,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  sebagaimana  diubah 

 dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan 

 Perundang-undangan  (UU  12/2011)  tidak  mengenal  istilah  peraturan  kepala 

 otorita.  Hal  ini  menjadi  suatu  permasalahan  hukum  dikarenakan  pembentukan 

 peraturan  kepala  otorita  yang  seharusnya  merujuk  pada  undang-undang  tentang 

 pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  mengklasifikasikan  jenis 

 produk  hukum  tersebut.  Selain  itu,  masalah  hukum  tersebut  akan  berdampak  juga 

 pada  aspek  pengawasan  produk  hukum  peraturan  kepala  otorita  19  .  Di  sisi  lain,  hal 

 ini  diperburuk  dengan  ketidakjelasan  kedudukan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara  dalam  sistem  ketatanegaraan  indonesia.  Hal  ini  berdampak  pada  tidak 

 diketahuinya  jenis  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  Kepala  Otorita  Ibu  Kota 

 19  Sofyan Piyo, Op. cit, hlm 1002.. 

 18  Indonesia,  pasal  28  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2022  tentang  Otorita  Ibu  Kota 
 Nusantara. 

 17  Sofyan Piyo, "Analisis Yuridis Jenis dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hirarki 
 Peraturan Perundang-undangan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023, hlm. 1002. 

 16  Indonesia,  pasal  1  angka  20  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2022  tentang  Otorita  Ibu  Kota 
 Nusantara. 
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 Nusantara  serta  tingkatannya  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di 

 Indonesia. 

 Terhadap  ketiga  permasalahan  hukum  tersebut,  perlu  dilakukan  penelusuran 

 yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  bentuk  analisis  yuridis  secara  lebih  mendalam. 

 Terlebih,  dalam  beberapa  tahun  kedepan  IKN  akan  menjadi  jantung  dan  pusat 

 pemerintahan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Maka  dari  itu, 

 penyelenggaraan  IKN  harus  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan 

 perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  bertujuan  agar  kelak  kegiatan 

 persiapan,  pembangunan,  pemindahan,  hingga  penyelenggaraan  pemerintahan 

 daerah  khusus  Ibukota  Nusantara  dapat  berjalan  sesuai  dengan  landasan  filosofis, 

 sosiologis,  dan  yuridis  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang. 

 Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  mengkaji  permasalahan  tersebut  berdasarkan 

 teori  yang  dikemukakan  oleh  seorang  politikus  berkewarganegaraan  Belanda  yang 

 bernama  Johann  Heinrich  Adolf  Logemann  (J.H.A  Logemann).  Dalam  karya 

 tulisnya  yang  berjudul  College-aantekeningen  over  het  staatsrecht  van 

 Nederlands-Indië  , J.H.A Logemann menyatakan bahwa  20  : 

 “Het staatsrecht in engeren zin onderzoekt 
 a. welke ambten er in een bepaald staatsbestel zijn 
 b. wie ze instelt 
 c. hoe ze bezet worden met ambtsdragers 
 d. welke hun functie (=werkkring) is 
 e. welke hun rechtsbevoegdheid is en 
 f. hun onderlinge verhouding. Daarbij 
 g.  binnen  welke  grenzen  de  staatsorganisatie  (en  haar  onderdelen)  haar 
 taak uitoefenen.” 

 Apabila ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi: 

 Hukum tata negara dalam arti sempit mengkaji: 
 a. jabatan-jabatan apa saja yang ada dalam suatu sistem negara? 
 b. siapa yang mendirikannya? 
 c. bagaimana jabatan-jabatan tersebut diisi oleh para pemegang jabatan? 
 d. apa fungsinya (ruang lingkup)? 
 e.  Bagaimana kapasitas hukum dari pengisi jabatan? 
 f.  Bagaimana hubungan timbal baliknya? 
 g.  Dalam  batas-batas  apa  lembaga  negara  (dan  komponen-komponennya) 
 menjalankan tugasnya? 

 20  J.H.A Logemann, College-aantekeningen over het staatsrecht  van Nederlands-Indië, Bandung: 
 W. Van Hoeve -'s-Gravenhage N.V Maatschappij Vorkink, 1947, hlm. 5. 
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 Melalui  teori  yang  dikemukakan  Logemann  mengenai  ruang  lingkup  hukum  tata 

 negara,  maka  penulis  akan  mengkorelasikan  penelitian  ini  dengan  teori  tersebut 

 dan  membatasi  ruang  lingkup  penelitian  yang  berfokus  pada  kedudukan, 

 hubungan  kerja  dengan  lembaga  eksekutif  presiden,  kewenangan  untuk  membuat 

 peraturan,  dan  jenis  hukum  dari  produknya.  Dalam  upaya  untuk  mencapai  tiga 

 tujuan  hukum  yaitu  kepastian,  keadilan,  dan  kebermanfaatan  hukum  sebagaimana 

 dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji 

 permasalahan  hukum  berupa  adanya  kemungkinan  ketidakjelasan  hukum  terkait 

 kedudukan otorita Ibu Kota Nusantara melalui skripsi yang berjudul: 

 “KEDUDUKAN  OTORITA  IBU  KOTA  NUSANTARA  DALAM  SISTEM 

 KETATANEGARAAN DI INDONESIA” 

 1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat 

 dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 

 1.  Bagaimana  kedudukan  otorita  ibu  kota  nusantara  dalam  sistem 

 ketatanegaraan di Indonesia? 

 2.  Bagaimana  hubungan  kerja  otorita  ibu  kota  nusantara  dengan  lembaga 

 eksekutif presiden? 

 3.  Apakah  otorita  ibu  kota  nusantara  mempunyai  kewenangan  dalam 

 membuat peraturan dan apa jenis produk hukumnya? 

 1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  dari  penulis  ini  adalah 

 memberikan  kontribusi  dalam  pengembangan  dan  evaluasi  kebijakan  hukum  serta 

 memperjelas  pengaturan  tentang  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  yang  termuat  dalam 

 peraturan perundang-undangan terkait. 

 1.4 Metode Penelitian 
 Dalam  menjalankan  suatu  penelitian,  dibutuhkan  metode  yang  digunakan 

 untuk  melaksanakan  penelitian  guna  memperoleh  hasil  yang  optimal  dan  berdaya 

 guna  atas  penelitian  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  menggunakan 

 metode penelitian sebagai berikut: 
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 1.4.1 Metode Pendekatan 
 Penelitian  hukum  adalah  proses  menemukan  aturan-aturan  hukum, 

 asas-asas  hukum,  dan  doktrin-doktrin  untuk  menjawab  permasalahan 

 hukum  yang  sedang  di  hadapi  21  .  Dalam  penelitian  hukum  ini,  penulis 

 menyusun  penulisan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan 

 perbandingan  hukum.  Metode  yuridis  normatif  merupakan  sebuah  metode 

 penelitian  dengan  menggunakan  bahan  kepustakaan  seperti  peraturan 

 perundang-undangan  dan  gagasan  ahli.  Selain  itu,  metode  ini  merupakan 

 suatu  prosedur  dalam  penelitian  ilmiah  yang  menyatakan  kebenaran 

 berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif  22  .  Dalam  metode  ini, 

 akan  digunakan  pendekatan  pada  peraturan  perundang-undangan,  konsep, 

 dan  analisis  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. 

 Selanjutnya,  akan  juga  digunakan  metode  pendekatan  perbandingan. 

 Perbandingan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  cabang  ilmu 

 pengetahuan  yang  memperbandingkan  sistem  hukum  yang  berlaku  dalam 

 satu  ataupun  sejumlah  sistem  hukum  yang  ada  di  masyarakat  23  .  Adapun  hal 

 itu  dilakukan  untuk  melihat  persamaan  dan  perbedaan  sistem  hukum  yang 

 ada  di  beberapa  negara  dalam  kaitannya  dengan  pemindahan  ibu  kota 

 negara  khususnya  yang  sedang  terjadi  saat  ini  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini, 

 penulis  akan  menggunakan  Negara  Belanda  dan  Negara  Amerika  Serikat 

 untuk dijadikan objek dalam perbandingan hukum penelitian ini. 

 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan 

 oleh  penulis  adalah  studi  pustaka  terhadap  data-data  sekunder  yang 

 bersumber  dari  buku,  jurnal,  dokumen-dokumen  resmi,  peraturan 

 perundang-undangan,  dan  bahan  pustaka  lainnya  yang  memiliki  korelasi 

 dengan penelitian yang diangkat. 

 1.4.3 Teknik Analisis 

 23  Gozali, Djoni Sumardi, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan 
 Hukum Adat), Bandung: Nusa Media, 2020, hlm. 16. 

 22  Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum  Normatif, Malang: Bayumedia 
 Publishing, 2005, hlm. 35. 

 21  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:  Kencana, 2008, hlm. 29. 
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 Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  berupa 

 deskriptif  analisis.  Tujuan  teknik  analisis  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan 

 permasalahan  hukum  yang  diteliti,  menjelaskan  fakta-fakta  secara  rinci,  dan 

 mengkaji  secara  sistematis.  Permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini 

 adalah  ada  kemungkinan  ketidakjelasan  dan  ketidaksinkronan  hukum  positif 

 yang  berlaku  terkait  kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  sistem 

 ketatanegaraan  di  Indonesia  .  Selain  itu,  metode  ini  juga  digunakan  untuk 

 mencari  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang  terjadi  24  .  Hal  ini  dilakukan 

 dengan  menganalisis  dan  menginterpretasikan  seluruh  aspek  untuk 

 memahami  makna  dan  korelasi  terkait  kedudukan,  hubungan  kerja, 

 kewenangan  membuat  aturan  dan  jenis  produk  hukum  dari  Otorita  Ibu  Kota 

 Nusantara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu 

 Kota  Nusantara  dengan  hukum  positif,  asas,  dan  doktrin  yang  berlaku  saat 

 ini. 

 1.4.4 Jenis Data 
 Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  akan  dipakai  ialah  data  sekunder 

 sesuai  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan.  Maka  dari  itu,  bahan 

 hukum yang akan digunakan adalah: 

 1.  Bahan Hukum Primer 

 Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  pustaka  utama  yang  terdiri 

 dari  norma  fundamental  negara  dan  ketentuan  hukum  positif  yaitu 

 peraturan  perundang-undangan  dan  yurisprudensi  yang  terkait  dengan 

 penelitian ini  25  . 

 2.  Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  secara 

 substansi  dapat  membantu  menjelaskan  dan  memahami  bahan  hukum 

 primer,  yang  terdiri  dari  buku  literatur,  jurnal,  artikel,  maupun  karya 

 tulis ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini  26  . 

 26  Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, dan Nabitatus  Saadah, "Implementasi Peraturan Daerah 
 Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan 

 25  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris, 
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34. 

 24  H. Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,  Pasuruan: Qiara Media, 2021, hlm. 
 134. 
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 3.  Bahan Hukum Tersier 

 Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan 

 petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  bahan 

 hukum  sekunder  yang  terdiri  atas  kamus  hukum,  kamus  bahasa, 

 ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum  27  . 

 1.5 Rencana Sistematika Penulisan 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam  bab  ini,  penulis  akan  memberikan  penjelasan  tentang  latar  belakang  yang 

 mendasari  untuk  dilakukannya  penelitian  ini,  memberikan  uraian  permasalahan 

 dan  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini,  memberikan  tujuan 

 dari  dilakukannya  penelitian  ini,  memberikan  pemaparan  dari  metode  yang  akan 

 digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  dibahas,  dan  memberikan 

 gambaran rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

 BAB  II  :  TINJAUAN  MENGENAI  DAERAH  KHUSUS  DAN  OTORITA 

 IBU KOTA NUSANTARA 

 Dalam  bab  ini,  penulis  akan  memberikan  penjelasan  mengenai  definisi  daerah 

 khusus  atau  istimewa  yang  ada  di  Indonesia  dan  juga  pembahasan  mengenai 

 Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dengan  ruang  lingkup  pada  kedudukan,  hubungan 

 kerja  dengan  lembaga  eksekutif  presiden,  kewenangan  untuk  membuat  peraturan, 

 dan  jenis  produk  hukumnya  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dan 

 yurisprudensi yang berlaku. 

 BAB  III  :  TINJAUAN  MENGENAI  PERBANDINGAN  HUKUM  NEGARA 

 BELANDA  DAN  AMERIKA  SERIKAT  TERKAIT  DENGAN  DAERAH 

 ADMINISTRATIF KHUSUS 

 Dalam  bab  ini,  penulis  akan  melakukan  perbandingan  hukum  dengan  negara 

 Belanda  dan  Amerika  Serikat  untuk  melihat  persamaan  dan  perbedaan  dari 

 masing-masing  negara  dalam  kaitannya  dengan  kedudukan,  hubungan  kerja 

 27  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram  University Press, 2020, hlm. 62. 

 Pembangunan Desa pada Desa PunjulHarjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang," 
 Diponegoro Law Journal Vol 6. No. 1, (2017), hlm 7. 
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 dengan  lembaga  eksekutif  presiden,  dan  kewenangan  untuk  membuat  peraturan 

 Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Adapun  terdapat  tertium  comparationis  yang 

 dilakukan  oleh  penulis  sehingga  memilih  negara  Belanda  dan  Amerika  untuk 

 menjadi  objek  dalam  perbandingan  hukum,  yakni:  (1)  Belanda  dan  Amerika 

 Serikat  sama-sama  memisahkan  pusat  pemerintahan  nasional  dengan  pusat 

 perekonomian  nasional,  (2)  Belanda  memiliki  banyak  kesamaan  dari  segi  sistem 

 hukum  hingga  praktik  ketatanegaraan  dengan  Indonesia,  (3)Kesamaan 

 peristilahan  daerah  khusus  yang  ada  di  Amerika  Serikat  dengan  daerah  khusus 

 yang  terdapat  di  Indonesia.  Melalui  berbagai  alasan  tersebut,  penulis  terdorong 

 untuk melakukan perbandingan terhadap kedua negara tersebut. 

 BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Dalam  bab  ini,  penulis  akan  menjawab  rumusan-rumusan  masalah  yang  akan 

 dimuat  dalam  tiga  sub  bab.  Dalam  sub-bab  pertama,  penulis  akan  membahas 

 kedudukan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia. 

 Dalam  sub-bab  kedua,  penulis  akan  membahas  mengenai  hubungan  kerja  Otorita 

 Ibu  Kota  Nusantara  dengan  lembaga  eksekutif  presiden.  Dalam  sub-bab  ketiga, 

 kewenangan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  membuat  sebuah  peraturan  dan 

 jenis  produk  hukumnya.  Dengan  dilakukannya  analisis  pada  ketiga  rumusan 

 masalah  tersebut,  penulis  akan  memberikan  jawaban  hukum  atas  rumusan 

 masalah yang diberikan. 

 BAB V : PENUTUP 
 Dalam  bab  ini  memuat  mengenai  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah 

 dilakukan  oleh  penulis  serta  memberikan  jawaban  atas  rumusan  masalah.  Selain 

 itu,  dalam  bagian  ini  akan  memuat  rekomendasi  dan  saran  dari  penulis  yang  kelak 

 dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan. 
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